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DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN PURBALINGGA 
 

 

Nomor SOP : 503/0006 TAHUN 2022 

Tanggal Pembuatan : 3 Januari 2022 

Tanggal Revisi : - 

Tanggal Efektif  : 3 Januari 2022 

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Nama SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Untuk Usaha Resiko Rendah 

Dasar Hukum  Kualifikasi Pelaksana 

1.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko; 

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Di Daerah; 

3.  Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2020 Nomor 13); 
4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional 

Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
5.  Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 

6.  Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga; 
7.  Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang 

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga. 
 

1. Memahami Tupoksi 
2. Memahami Tata Naskah Dinas 
3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan 

perizinan usaha berbagai sektoral 
4. Menguasai penggunaan perangkat komputer 

5. Menguasai penggunaan aplikasi perizinan 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
 Pelayanan perizinan / non perizinan lainnya 1. Alat tulis kantor 

2.  Perangkat teknologi informasi 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Untuk peningkatan kinerja Disimpan sebagai data elektronik dan manual  

 

 
 



SOP : PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK USAHA RESIKO RENDAH 

 
 
NO  URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA MUTU BAKU 

Keterangan 
PELAKU 
USAHA 

FO TIM 
TEKNIS 

KEPALA 
DINAS 

OSS Persyaratan/ 
Kelengkapan 

Waktu Output 

1. Pelaku usaha melakukan  Registrasi 
Perizinan Berusaha Melalui Sistem 
Online Single Submission (OSS) 

 

     1. NIK (WNI) 
2. Nomor Passport 

(WNA) 
3. Email 
4. Nomor HP 
5. Legalitas badan 

usaha 

10 menit Hak Akses 
OSS berupa 
Username 
dan 
Password 

 

 

2. Pelaku usaha mengisi profil pelaku 
usaha, meliputi: 
1. Nama Pelaku Usaha 
2. Alamat Domisili Pelaku Usaha 
3. Data Bidang Usaha 

     
 
 
 
 

1. Profil Pelaku 
Usaha 

2. Alamat Pelaku 
Usaha 

3. Data Bidang 
Usaha 

5 menit Data Pelaku 
Usaha 

 

2. Pelaku usaha mengisi data usaha paling 
sedikit berisi: 

1. Profil usaha 
2. KBLI 5 digit 
3. Lokasi usaha 
4. Kegiatan usaha (jenis kegiatan 

usaha, produk/jasa, tenaga kerja, 
investasi dan status bangunan) 

     
 
 
 
 

4. Profil Usaha 
5. KBLI 5 digit 
6. Lokasi Alamat 

Usaha 
7. Informasi 

Kegiatan usaha 

10 menit Data Usaha   

3. Pelaku usaha mengajukan permohonan 
Persetujuan Lingkungan Melalui Sistem 
Online Singel Submission (OSS) , apabila 
telah memiliki dokumen lingkungan 
maka memasukkan data yang berisi: 

1. Nomor dokumen lingkungan 
2. Tanggal dokumen lingkungan 
3. Pejabat penerbit dokumen 

lingkungan 
4. Upload dokumen lingkungan 

     
 
 
 
 

1. Dokumen 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup 

10 menit Pernyataan  
Mandiri 
Pengelolaan 
Lingkungan 
dan/atau 
SPPL 

 

mulai 



5 Pelaku usaha membuat Penyataan 
Mandiri (self declraration) berdasarkan 
data perizinan berusaha yang telah diisi 
oleh pelaku usaha  

      5 menit   

6. Penerbitan Perizinan Berusaha        10 menit 1. Nomor 
Induk 
Berusaha 
(NIB)  

2. SPPL 
3. Kesanggu

pan 
mengikut
i Proses 
Sertifikasi 
Halal 

4. Penyataa
n 
Pemenuh
an SNI 

5. Pernyata
an 
Kesanggu
pan 
Memenu
hi Aspek 
K3L 

NIB berlaku sebagai 
Perizinan Tunggal bagi 
UMK (SNI dan 
Pernyataan Jaminan 
Halal Produk) 

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 

 

ATO SUSANTO, AP., M.Si 

Pembina Utama Muda 

NIP. 197407061993111001 

 

 

selesai 


